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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif layanan pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa faktor memengaruhi efektivitas layanan pengaduan, seperti ketersediaan fasilitas, kualitas layanan, keahlian staf, dan kejelasan prosedur. Namun, masih ada hambatan seperti minimnya sosialisasi tentang proses pengaduan kepada masyarakat dan kurangnya koordinasi antar unit kerja di dalam dinas tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar dinas meningkatkan sosialisasi, koordinasi internal, dan meningkatkan kualitas layanan guna meningkatkan efektivitas layanan pengaduan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Pengaduan masyarakat, Penanaman modal, Pelayanan  
                       terpadu


ABSTRACT

	This research aims to evaluate the effectiveness of public complaint services provided by the Investment and Integrated One-Stop Service Agency of Ogan Komering Ilir Regency. The method employed is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that several factors influence the effectiveness of complaint services, such as facility availability, service quality, staff expertise, and procedural clarity. However, there are still obstacles such as limited socialization about the complaint process to the public and a lack of coordination among units within the agency. Therefore, it is recommended that the agency enhance socialization efforts, internal coordination, and service quality to improve the effectiveness of public complaint services.
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PENDAHULUAN
        Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu dalam bentuk barang, jasa, maupun administratif, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya, yang harus dilaksanakan dengan baik dan berkualitas agar sesuai dengan harapan masyarakat, karena kualitas pelayanan ini sering dijadikan indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah.
	Sebagai abdi negara dan masyarakat, aparat pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat, baik itu dalam bentuk pengaturan maupun layanan-layanan lainnya.
	Dalam menjalankan pelayanan publik, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan antara lain transparansi, akuntabilitas, kondisional, dan partisipatif. Pemerintah berupaya memenuhi tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengeluarkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui konsep ini, pemerintah berusaha meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan menyatukan beberapa jenis layanan dalam satu proses yang terintegrasi.

Tujuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik secara transparan, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menonjolkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 sebanyak 25 aduan, di mana 7 di antaranya merupakan wewenang dari DPMPTSP dan 18 lainnya bukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat menjadi indikator kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA
	Secara umum, efektivitas mencerminkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Konsep ini sesuai dengan definisi efektivitas menurut Handoko (2003:15), yang menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana target yang ditetapkan, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun waktu, berhasil tercapai. Menurut Duncan (dalam Steers 1985) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi", efektivitas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan: Mencapai tujuan tidak hanya merupakan satu langkah, tetapi merupakan serangkaian usaha yang melibatkan berbagai tahapan. Untuk memastikan pencapaian tujuan akhir, perlu adanya langkah-langkah yang terstruktur, baik dalam mencapai setiap bagian secara bertahap maupun dalam mengatur waktunya. Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan meliputi jangka waktu yang ditetapkan dan sasaran konkret yang ingin dicapai.

2. Integrasi / Kesatuan: Kesatuan mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam membangun hubungan sosial, mencapai kesepakatan bersama, dan menjalankan komunikasi efektif dengan organisasi lain. Proses sosialisasi merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesatuan ini.

3. Adabtasi: merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Indikator penyesuaian dapat dilihat dari proses perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja.

	Pelayanan publik mencakup semua bentuk layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara atau daerah. Layanan tersebut meliputi penyediaan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab dan peran pemerintah untuk memberikan layanan yang efektif kepada warganya sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki, dengan maksud mencapai tujuan pembangunan dan pemerintahan yang diinginkan.
	
Keluhan Masyarakat
	Keluhan merujuk pada informasi yang diberikan dengan permintaan kepada otoritas yang berwenang untuk mengambil langkah hukum terhadap individu yang telah melakukan kejahatan yang merugikan pelapor. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dengan memenuhi kriteria berikut: Memberikan gambaran lengkap tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa yang dilaporkan (kronologi keluhan); Melampirkan bukti pendukung awal, seperti salinan dokumen, foto, atau barang lain yang memperkuat deskripsi keluhan yang disampaikan.

METODE PENELITIAN
   Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan menggambarkan situasi yang diselidiki dengan tujuan memperoleh data objektif guna menganalisis Efektivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Secara konseptual, menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah representasi abstrak dari fenomena atau kondisi yang menjadi fokus studi dalam ilmu sosial. Dalam konteks penelitian ini, definisi konsepnya adalah sebagai berikut:
a. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu) telah tercapai. Semakin tinggi persentase pencapaian target, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.
b. Pelayanan Publik merujuk pada rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik berupa barang, jasa, maupun layanan administratif yang disediakan oleh lembaga pemerintah.
c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah proses penyelenggaraan izin atau layanan yang didelegasikan dari berbagai instansi yang berwenang, dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat atau sistem.
d. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan, termasuk ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, kelalaian, atau pelanggaran.
e. Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mekanisme di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait proses izin dan layanan lainnya, serta produk izin yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, dengan melampirkan bukti terkait kejadian atau tindakan yang menjadi subjek pengaduan.
Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan informan penelitian serta mengacu pada sumber seperti buku, peraturan, dokumen, jurnal, dan literatur lainnya untuk data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif berupa statistik atau koding-koding yang dapat diukur dianggap relevan dengan penelitian ini.      
HASIL PENELITIAN 

	Hasil riset menunjukkan bahwa bagian penelitian menghadirkan data dan informasi yang didapat dari wawancara dengan narasumber. Analisis atas setiap indikator atau sub-variabel dalam riset ini adalah sebagai berikut: Duncan berpendapat bahwa pencapaian tujuan sebaiknya dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan usaha secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memastikan pencapaian tujuan akhir, perlu adanya langkah-langkah terstruktur baik dalam mencapai setiap bagian maupun dalam penjadwalannya.
	DPMPTSP Kabupaten OKI, melalui mekanisme pengaduan masyarakat, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan pemerintah. Pengguna jasa dapat mengirimkan pengaduan melalui berbagai cara, termasuk melalui pengisian formulir secara lengkap untuk memudahkan petugas dalam menindaklanjuti pengaduan. Mekanisme pengaduan ini mencakup pengaduan langsung melalui telepon, fax, formulir, atau konsultasi dengan petugas pengaduan. Penanganan pengaduan dilakukan oleh berbagai unit di DPMPTSP Kabupaten OKI, melibatkan berbagai pihak termasuk petugas pelayanan informasi dan pengaduan, seksi pengaduan dan informasi layanan, serta bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan. Proses pengelolaan pengaduan ini telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Permen PAN & RB RI Nomor 24 Tahun 2014.
	Pengaduan yang diterima dibagi menjadi dua jenis, yaitu informatif dan penyimpangan. Pengaduan informatif adalah yang dapat diselesaikan dengan memberikan informasi yang lengkap kepada pengadu, sedangkan pengaduan penyimpangan memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama jika melibatkan dugaan pelanggaran disiplin pegawai atau kode etik.
	DPMPTSP Kabupaten OKI berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, dengan menerapkan pedoman pengelolaan pengaduan dan terus mengevaluasi pelaksanaannya. Tujuan dari pelayanan pengaduan masyarakat adalah untuk memajukan instansi yang terbuka terhadap kritikan dan saran untuk kemajuan ke depannya. Dengan mengajukan pengaduan dan keluhan, masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan masukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.



PEMBAHASAN
    Bagian ini mencerminkan rangkuman analisis dari penelitian yang dilakukan terkait Efektivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di DPMPTSP Kabupaten OKI. Proses Pelayanan Pengaduan Masyarakat tersebut telah disusun sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional.
	Tujuan dari Pelayanan Pengaduan Masyarakat di DPMPTSP Kabupaten OKI adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan serta menjunjung tinggi integritas pegawai agar tetap komitmen dalam memberikan pelayanan izin yang cepat, mudah, ramah, dan transparan. Dengan peningkatan kualitas layanan yang diharapkan, investasi di Kabupaten OKI diharapkan akan terus berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
	Dalam mencapai tujuan tersebut, penting untuk mengembangkan konsensus dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, sebagai wujud dari kerjasama yang utuh tanpa adanya perbedaan. Selain itu, integrasi dan toleransi juga merupakan aspek penting dalam mencapai konsensus di antara petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat dengan latar belakang dan karakter yang beragam.
	Namun, kendala yang dihadapi adalah jumlah pegawai yang terbatas, dengan hanya tiga orang pegawai di departemen tersebut, di mana hanya satu di antaranya memiliki pendidikan sarjana, sementara dua lainnya hanya lulusan SMA. Hal ini menjadi hambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi departemen dengan efektif.
	Proses Pelayanan Pengaduan Masyarakat di DPMPTSP Kabupaten OKI didasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum, termasuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 serta Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 486/KEP/DPMPTSP/2021 mengenai Standar Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten OKI.
   
KESIMPULAN
        Berdasarkan hasil riset sebelumnya mengenai Efektivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di DPMPTSP Kabupaten OKI, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam efektivitasnya. Meskipun tahapan prosesnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pelayanan Pengaduan Masyarakat belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Sasaran utamanya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten OKI serta meningkatkan integritas pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, ramah, dan transparan. Dengan peningkatan kualitas layanan, diharapkan investasi di Kabupaten OKI akan meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
	Konsensus dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat merupakan hasil dari kerjasama yang menghasilkan kesatuan tanpa perbedaan. Integrasi ini mendorong rasa toleransi di antara petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat, menghargai keragaman karakter dan latar belakang mereka. Komunikasi yang baik diperlukan untuk koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi terkait. Aturan yang mengatur proses Pelayanan Pengaduan Masyarakat di DPMPTSP Kabupaten OKI sudah sesuai dengan regulasi nasional dan kebijakan lokal yang berlaku.

Saran
	Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran, diantaranya :
1.	Melakukan upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan antara lain : Melakukan pendampingan dan berbantuan terkait Teknologi Informasi dan melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat. 
2.	Menambah kuantitas dan meningkatkan kompetensi petugas pengelola, dalam hal ini pegawai Administrasi Umum pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Kabupaten OKI, menjadi 5 orang (sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan), serta meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi/sarjana. 
3.	Melakukan upaya sosialisasi pelayanan pengurusan perizinan secara lebih intensif, baik secara langsung maupun melalui berbagai media informasi.
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